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ASTRAK 

Sepriadi, A. (16043071/2016): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana  

  Alokasi Umum, Pad, Sisa Lebih  Pembiayaan  

                                                     Anggaran, Dan Luas Wilayah  Terhadap                   

                                                     Belanja Modal Pemerintah (Studi Empiris                                                 

                                                    Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun  

                                 2015 -  2019 ) 

Pembimbing  : Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran 

dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 

Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019). Populasi dalam penelitian ini 

adalah Kabupaten/Kota di Bengkulu Tahun 2015-2019. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

metode jenuh dengan jumlah sampel 9 kabupaten dan 1 kota dengan jangka waktu 

5 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh. Sedangkan pertumbuhan 

ekonomi, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah tidak 

berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. 

 Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih 

pembiayaan anggaran dan luas wilayah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan dalam permasalahan otonomi daerah sudah menjadi kewajiban, 

wewenang, serta hak daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya. 

Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Otonomi Daerah. Tujuan dari adanya pengaturan tentang otonomi daerah tidak 

lain adalah memberikan kesejahteraan dan meningkatkan mutu pelayanan daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlandasakan pada regulasi UU No. 32 

tahun 2004 ditambah dengan UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan 

Keuangan Antar Pusat dan Daerah terdapat tantangan konsekwensi logis 

perubahan tata kelola keuangan daerah. Perubahan ini terjadi seiring 

diperlukannya penyesuaian anggaran pada APBD. Perubahan tersebut didasarkan 

pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (17) tentang perencanaan anggaran 

tahunan daerah untuk di bahas dan disetujui DPRD. Output dari penetapan DPRD 

adalah keputusan dalam bentuk peraturan daerah. Penyusunan program dan 

anggaran ini diharapkan mampu menyelaraskan tujuan daerah dalam 1 tahun.  

APBD sebagai pedoman pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat oleh 

pemerintah memiliki komponen komponen penting yaitu pembiayaan belanja 

daerah. Pembiayan belanja daerah terbagi atas 2 bentuk yaitu belanja langsung 

dan tidak. Perbedan antara belanja langsung dan tidak langsung terletak pada 

penganggaran pelaksanaan program. Belanja langsung dianggarkan sedangkan 

belanja tidak langsung tidak berkaitan secara langsung terutama dengan biaya 

modal  ( Miardi Nurzen, 2016 ). 
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 Menurut Halim (2004:101), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran 

untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi”Belanja modal yang dimaksudkan dalam perencanaan 

anggaran merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk dapat menambah aset 

tetap daerah. Aset tetap ini dapat dimanfaatkan lebih dari 1 tahun periode 

sehingga mampu untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana publik. 

Pengaruh yang diharapkan timbul dari realisasi anggaran belanja modal seiring 

perkembangan sarana dan prasarana publik adalah terdorongnya pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan 

output perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985) Sadono Sukirno (1991) menyebutkan 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus 

menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya 

Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, 

meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.  

Tujuan daerah yang mesti menjadi fokus utama pemerintahan daerah adalah 

pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong 

pemerintah daerah untuk mampu mengelola kekayaan alam dan manusia yang ada 

dan bekerja sama membuka lapangan kerja baru. Hal ini  akan akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah (Wibisono & Wildaniati, 2016). Pertumbuhan 

ekonomi pada suatu daerah meningkat akan sejalan meningkatnya belanja modal, 
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hal ini akan memberikan efek positif untuk meningkatkan ke berbagai variabel 

dalam penelitian ini. 

DAU menjadi pendapatan yang digunakan untuk pemerataan keuangan 

daerah yang bersumber dari APBN. Tujuannya pemerataan  ini adalah untuk 

memberikan suntikan dana pada daerah guna implementasi desentralisasi. UU No. 

33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kebutuhan 

daerah dan tingkat potensial daerah akan menentukan besaran penerimaan DAU 

daerah oleh pusat. Jika penerimaan daerah kurang dari kebutuhan daerah maka 

akan menggunakan DAU untuk menutupi kekurangan tersebut. Penelitian yang 

dilakuakan oleh Wimpi Priambudi (2017) menyatakan bahwasanya DAU 

memiliki korelasi positif dan bagi anggaran belanja modal. DAU disimpulkan 

memiliki peranan besar bagi alokasi anggaran belanja modal. Peningkatan 

pendanaan DAU dari pemerintah pusat dapat menyebabkan pengalokasi belanja 

modal ikut meningkat.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut PAD merupakan 

pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokan menjadi: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( Annisa Wahyu Hikmah, 2019).PAD 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah, 

terutama dalam belanja modal. Kenaikan PAD bisa meningkatkan angka 



4 
 

 

 

penambahan anggaran belanja modal daerah yang mana di harapkan sepadan 

dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

Berdasarka pendapat Aliantor Harahap ketua DPRD Kabupaten Bengkulu 

Utara (2018)di laman situs online www.kupasbengkulu.com, mengungkapkan 

bahwa penyebab rendahnya PAD dipicu rendahnya pula faktor manusianya 

(SDM). Kurangnya kualitas SDM dibagian perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan menyebabkan pembangunan daerah masih minim hal ini karena 

kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang ada. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu 

(1) periode pelaporan. Selain Pendapatan Asli Daerah, daerah juga bisa 

memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk mendanai berbagai pelaksanaan 

kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya 

yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan (Widya, 2018). 

SILPA menjadi indikator yang mengambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. 

Jumlah SILPA yang cenderung besar menunjukan lemahnya eksekutif di bidang 

perencanaan dan pengelolaan dana terhadap belanja modal. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefenisikan luas wilayah 

merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan 

prasarana per satuan wilayah.Maksudnya, semakin besar luas wilayah suatu 

daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus 

disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. 

http://www.kupasbengkulu.com,/
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Rochmatullah dkk (2016:156) menyatakan bahwa kawasan dengan wilayah yang 

relatif luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk 

memenuhi persyaratan pelayanan publik yang tepat. Daerah dengan daerah 

pedesaan yang luas perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk 

mengembangkan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. Dalam penelitian 

Putra (2017:17) memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang 

lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan 

prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak 

sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.  

Peneliti Erdi Adyatma (2015) dengan judul penelitin pengaruh pendapatan 

asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan 

ekonomi sebagai variabel pemoderasi menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli 

daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum 

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Peneliti Rita Devi Setiyani 

(2015) dengan judul penelitian pengaruh dana alokasi umum (DAU), pendapatan 

asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan luas wilayah 

terhadap belanja modal menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan luas 

wilayah berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal, sedangkan dana 

alokasi umum dan SILPA berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. 

berbeda dengan peneliti sebelumnya, Miardi Nurzen (2016) dengan judul 

penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi umum terhadap belanja modal menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli 
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daerah berpengaruh secara secara positif terhadap belanja modal, sedangkan dana 

alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. 

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut 

adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset tetap yang dimiliki 

sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 

memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk 

menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas public (Halim & Abdullah, 2006). 

Pengelolaaan APBD oleh pemerintah daerah adalah faktor kunci 

keberhasilan pemeritah daerah dalam mewujudkan peran utamanaya yaitu 

memberi pelayan yang maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat, oleh karena itu 

UU No 23 tahun 2014, memberikan kepada daerah kewenangan yang seluas 
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luasnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan dan fasilitas yang baik. Pemdagri No 33 Tahun 2019, Pemerintah 

daerah harus memproritaskan APBD unutk belanja modal agar pembangunan dan 

pengembangan saranan dan prasaranan yang terkait langsung dengan peningktan 

pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi. 

Kecendrungan yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintah daerah adalah 

overhead cost pemerintah daerah yang tinggi ini telah menyerap sebagian sumber 

daya yang sangat terbatas untuk pembiaya belanja operasional , akibatnya tinggal 

sedikit sumber daya yang tersisa untuk kegiatan pembanguna dan kesejahteraan 

publik hal ini dapat di lihat pada belanja modal yang kecil di bandingkan dengan 

belanja pegawai. 

Fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu realitanya belanja daerah 

lebih besar di alokasikan untuk menutupi beban rutin yang tidak dominan 

dalam pembangunan daerah dikutip dari data BPS Provinsi Bengkulu bahwa 

rasio belanja pegawai lebih mendominasi dari belanja modal terhadap total 

anggaran belanja modal. Peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang belanja 

modal di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Tahun penelitian yang di gunakan 

adalah tahun 2015-2019. Peneliti menemukan bahwa tidak banyak penelitian 

yang sudah dilakukan mengenai topik ini di Provinsi Bengkulu. Sehingga peneliti 

meyakini bahwa penelitian ini akan baik untuk dilakukan dan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan referensi bagi pemerintah daerah setempat nantinya.  
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Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian 

dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas 

Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.Studi Empiris Pada 

Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi belanja modal ? 

2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi belanja modal ? 

3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja 

modal?  

4. Bagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) mempengaruhi 

belanja modal ? 

5. Bagaimana luas wilayah mempengaruhi belanja modal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bentuk pengaruh dari pertumbuhan ekonomi pada belanja 

modal. 

2. Mengetahui bentuk pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada belanja 

modal. 

3. Mengetahui bentuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

belanja modal. 

4. Mengetahui bentuk pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

pada belanja modal. 

5. Mengetahui bentuk Pengaruh Luas Wilayah pada Belanja modal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi ajang menggali ilmu pengetahuna dan peningkatan 

wawasan bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam 

mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, PAD, sisa lebih pembiayaan 

anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah.Penelitian 

ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentangpengaruh tersebut 

terhadap belanja modal pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara pengetahuan 

dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan daerah setempat untuk masa yang 

akan datang. Informasi mengenai pengaruh pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

DAU, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja 

modal pemerintah daerah akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam mengambil keputusan pemerintahan daerah. 

3. Bagi PenelitiSelanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi peneliti lainnya dalam 

meningkatkan kualitas riset mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, 

PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal 

pemerintah daerah di masa selanjutnya. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Agency Theory 

Penelitian ini menggunakan grand theory yaitu teori agency. Pada dasarnya 

teori agensi menjelaskan terdapat hubungan yang timbul karena adanya kontrak 

antara dua belah pihak yaitu rakyat (sebagai principal) yang memberikan 

tanggungjawabnya kepada pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa 

atas kepentingan rakyat (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan pihak 

agent dan principal terdapat perbedaan kepentingan, dimana agent tidak selalu 

melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan principal. (Yovita 2011) 

menjelaskan bahwa teori keagenan adalah cabang dari game theory yang 

mempelajari suatu model kontraktual dimana akan mendorong agent untuk 

bertindak bagi principal saat kepentingan agent bisa saja bertentangan dengan 

kepentingan principal. Pihak rakyat (principal) mendelegasikan 

pertanggungjawabannya atas pengambilan keputusan kepada agent (pemerintah) 

yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab  agent dan principal diatur 

berdasarkan kontrak kerja atas persetujuan bersama.  

Pihak agent bertanggungjawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi 

principal, akan tetapi agent juga berkepentingan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sendiri, sehingga dalam kenyataannya wewenang yang diberikan 

principal kepada agent sering terjadi masalah karena tujuan principal berbenturan 

dengan tujuan pribadi agent. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya 

menyebabkan terjadinya asimetri informasi (information asymmetry) dan konflik 

kepentingan (conflict of interest).  
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B. Belanja Modal 

1. Pengertian Belanja Modal 

Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.06/2007 mengenai Bagan Akun 

Standar menjelaskan alokasi anggaran yang dimanfaatkan  untuk memperoleh 

atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang mendatangkan manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut digunakan untuk 

operasional kegiatan sehari hari satu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut 

Halim (2004:101), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi”. (Mardiasmo, 2002),  “belanja modal adalah  pengeluaran  

yang digunkan cenderung   melebihi   satu   tahun   anggaran   dan   akan 

menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya. Belanja 

modal gunakan untuk pembentukan modal”. dari penelitian diatas, dapat 

disimpulkan belanja modal merupakan belanja aset atau  aset  lainnya  yang  mana 

mendatangkan manfaat  lebih  dari  satu  periode dan menambah kekayaan daerah  

dan aset tersebut yang dimanfaatkan untuk operasional sehari-hari bukan untuk 

kepentingan publik. 

2. Jenis-jenis Belanja Modal 

Dalam peraturan  Pemerintah  Nomor 24 /Tahun 2005,  belanja  modal 

dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 

a) Belanja Modal Tanah 

Pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi 

siap digunakan yang mana di peroleh dari pembelian/pengaadan/  

pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, dan 



13 
 

 

 

pengeluaran lainnya terkait pemerolehan hak atas tanah mengunkan belanja 

modal tanah. 

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang di maanfaatkan 

untuk pembelian atau upaya perolehan guna peningkatan kualitas produksi 

dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan wajib memiliki 

masaa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. 

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja  modal bangunan dan gedung merupakan anggaran yang di 

alokasikan untuk pengadaan atau pembenahan fasilitas gedung dan 

bangunan daerah. Anggaran ini dimulai dari tahap perencanaan,    

pengawasan, evaluasi hingga sampai bangunan dapat digunakan. 

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang 

dimanfaatkan untuk pengadaaan, penambahan, penggantian, peningkatan 

serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan 

dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas jalan, 

irigasi dan dalam kondisi siap digunakan. 

e) Belanja Modal Fisik Lainnya 

Maanfaatkan dari belanja modal fisik lainnya adalah  untuk penggantian, 

pengadaan, peningkatan pembangunan, penambahan, pembuatan serta 

perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak bisa dikelompokan dalam 

beberapa kriteria yaitu belanja modal tanah, gedung dan bangunan, 

peralatan dan mesin, dan jalan irigasi dan jaringan, belanja kontrak sewa 
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beli,  hewan ternak dan tanaman,pembelian  barang-barang  kesenian, 

barang  purbakala  dan barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah. 

3. Faktor-faktoryang Mempegaruhi Belanja Modal 

faktor- faktor dan pendapat para penelitian tentang yang mempengaruhi 

belanja modal. (Yustikasari, 2007) mejelaskan faktor-faktor dasar yang memberi 

efek terhadap belanja modal adalah PAD, DAU dan pertumbuhan ekonomi 

(pertumbuhan PDRB). Sedangkan menurut (IRSYADI, 2014) dalam 

penelitiannya faktor- faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah PAD, 

DAU, DAK, dan SILPA. Hasil penelitian (Eka Sintala Dewi Ajani, 2015) 

menjelaskan faktor yang menjadi penentu belanja modal pada Pemerintah Daerah 

di NTB adalah  PAD, DAU, dan SILPA. 

C. Pertumbuhan Ekonomi  

1. Pengertian Pertumbuhan  

Pertumbuhan Ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan 

mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencangkup perubahan 

pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya 

produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada distribusi 

kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan 

pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.  

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan 

output perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985) Sadono Sukirno (1991) menyebutkan 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus 

menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu 
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indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya 

Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, 

meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.  

Menurut Sukimo (2015: 423) dalam kegiatan perekonomian yang 

sebenamya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang 

dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi 

barang industri, perkembangan infastruktur, pertambahan jumlah sekolah, 

pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik 

Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bmto (PDRB) merupakan nilai 

tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah 

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki 

residen atau non-residen.  

Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik 

bruto yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu 

negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB digunakan untuk banyak tujuan 

tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruh performa dari suatu 

perekonomian. Namun dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah 

satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan 

dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk 

dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, 

pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
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D. Pendapatan Asli Daearah (PAD) 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daearah (PAD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang 

diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan 

Asli Daerah dapat dikelompokan menjadi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah ( Annisa Wahyu Hikmah, 2019). 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, membagi 

beberapa sumber dari PAD yaitu: 

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah, menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut 

pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

yang sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat. 

2. Retribusi daerah 

Retribusi Daerah merupakan pungutan dari daerah dimana sebagai bentuk 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan (Mardiasmo, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
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tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah 

yang selanjutnya disebut retribusi, adalah berupa pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 angka 3 

tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil dari 

kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipishkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 

merupakan  penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terdiri dari:  

1) Hasil dari penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah 

E. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan Dana 

Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari 
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pendapatan APBN, dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan daripada Dana Alokasi Umum yaitu 

untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan penerapan 

formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi 

Umum suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (fiscal 

gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) 

dan potensi daerah (fiscal capacity). 

Ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pasal 37 tentang dana perimbangan, ada 

beberapa ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum yaitu: 

1. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. 

2. Jumlah keselururhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-

kurangnya 26%(dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri 

Neto. 

3. Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dengan kabupaten/kota 

dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. 

4. Penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat 

dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10%(sepuluh persen) dan 

90%(sembilan pulih persen). 

5. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dalam APBN. 
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F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA mempresentasikan 

sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi 

belanja derah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada 

tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Jika pada tahun anggaran 

tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran atau terjadi efesiensi 

anggaran, maka akan dimungkinkan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi 

sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh kecil. Bahkan 

jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka akan 

menyebabkan defisit fiskal, dan tidak ada SILPA untuk tahun anggaran 

bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran 

(SiKPA).  

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 Pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan 

untuk  menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada 

realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 

langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah dinyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan 

defisit selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pinjaman daerah apabila APBD diperkirakan defisit.  

 



20 
 

 

 

G. Luas Wilayah  

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari 

sebuah kedaulatan. Luas wilayah menurut Nora (2015:50) adalah ruang yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas 

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek 

fungsional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefenisikan luas wilayah 

merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan 

prasarana per satuan wilayah. Maksudnya, semakin besar luas wilayah suatu 

daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus 

disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. 

Rochmatullah dkk (2016:156) menyatakan bahwa kawasan dengan wilayah yang 

relatif luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk 

memenuhi persyaratan pelayanan publik yang tepat. Daerah dengan daerah 

pedesaan yang luas perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk 

mengembangkan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. Dalam penelitian 

Putra (2017:17) memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang 

lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan 

prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak 

sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah 

merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas Universitas 

Sumatera Utara 21 penyediaan sarana dan prasarana. Jadi semakin luas daerah 

yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan 

. 
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H. PenelitianTerdahulu 

No  Nama 

Peneliti/tahun 

Judul Variabel Hasil 

1 Erdi Adyatma 

(2015) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap Belanja 

Modal Dengan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai 

Variabel Pemoderasi 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

Z : Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

H1: tidak 

berpengaruh 

H2: sangat 

berpengaruh 

H3: sangat 

berpengaruh 

H4: berpengaruh 

2 RITA DEVI 

SETIYANI 

(2015 ) 

PENGARUH DANA 

ALOKASI UMUM 

(DAU), 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD), 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA) DAN LUAS 

WILAYAH 

TERHADAP 

BELANJA MODAL 

X1 : DANA 

ALOKASI UMUM 

(DAU) 
X2 : 
PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) 
X3 : SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA) 

X4 : LUAS 

WILAYAH 
 

 

H1 : berpengaruh 

positif 

H2 : berpengaruh 

negatif 
H3: berpengaruh 

positif 
H4:  berpengaruh 

negatif 

3 Miardi Nurzen 

( 2016 ) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap Belanja 

Modal 

X1: Pertumbuhan 

Ekonomi 

X2: Pendapatan 

Asli Daerah 

X3: Dana Alokasi 

Umum 

H1: tidak 

berpengaruh 

H2: berpengaruh 

positif 

H3: berpengaruh 

positif 

3 Robin 

Keswando 

(2016) 

 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, dan Luas 

Wilayah Terhadap 

Alokasi Belanja 

Modal Studi Empiris 

di Provinsi Jawa 

Timur  

 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

X3 : DAK 

X4 : Luas 

Wilayah 

H1 : Berpengaruh 

positif signifikan 

H2 : Berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

H3 : Berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

H4 : Berpengaruh 

positif signifikan  

H5 : Berpengaruh 

positif 

signifikan 
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4 Nurharibnu 

Wibisono & 

Arini Wildaniati 

(2016)  

PENGARUH 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PAD, 

DAU, SILPA DAN 

LUAS WILAYAH 

TERHADAP 

ALOKASI 

ANGGARAN 

BELANJA MODAL 

X1 : 
PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

X2 : PAD 

X3 : DAU 

X4 :SILPA 

X5 : LUAS 

WILAYAH 

H1 : tidak 

berpengaruh positif 
H2 : berpengaruh 

positif 

H3 : tidak 

berpengaruh positif 

H4 : berpengaruh 

positif 

H5 :  berpengaruh 

positif 

 

5 

Desak Gede 

Yudi Atika 

Sari, Put 

Kepramareni, 

Ni Luh Gde 

Novitasari 

( 2017 ) 

Pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pendapatan asli 

daerah, dana 

perimbangan dan 

sisa lebih 

pembiayaan 

anggaran terhadap 

alokasi belanja 

modal 

kabupaten/kota se-

bali 

X1: Pertumbuhan 

ekonomi 

X2 : pendapatan 

asli daerah 

X3 : dana 

perimbangan 

X4 : sisa lebih 

pembiayaan 

anggaran 

H1: Berpengaruh 

Negatif 

H2: Berpengaruh 

Positif 

H3: Berpengaruh 

Negatif 

H4: Berpengaruh 

Negatif 

 

 

6 Wimpi 

Priambudi 

(2017) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap Belanja 

Modal Pada 

Kabupaten dan Kota 

di Pulau Jawa Tahun 

2013 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

H1 : Berpengaruh 

Positif 

H2 : Berpengaruh 

Positif 

H3 : Berpengaruh 

Positif 

7 Nanda Yoga 

Aditiya (2017) 

 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, dan Sisa 

Lebih Pembiayaan 

Anggaran  Terhadap 

Belanja Modal Pada 

Kabupaten dan Kota 

di Jawa Tengah 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

X3 : DAK 

X4 : SILPA 

H1 : Berpengaruh 

positif signifikan 

H2 : Tidak 

Berpengaruh 

positif signifikan 

H3 : Berpengaruh 

positif signifikan 

H4 : Tidak 

Berpengaruh 

positif signifikan 
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Tahun 2013-2015 

8 Rendy 

Armando 

Kakasih 

(2018) 

 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap Belanja 

Modal Pada 

Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Sulawesi 

Utara Periode 2009-

2016 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

H1 : Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

H2 : Berpengaruh 

Signifikan 

H3 : Berpengaruh 

Signifikan 

 

9 Sandra 

Okynawa 

(2018) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan 

Sisa Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran Terhadap 

Belanja Modal 

Kabupaten/ Kota Se-

Jawa Timur (APBD 

Tahun Anggaran 

2016) 

X1 : PAD 

X2 : DAU 

X3 : SILPA 

H1 : Berpengaruh  

H2 : Berpengaruh  

H3 : Berpengaruh  

H4 : Berpengaruh  

10 M. SYARIF 

HAFIZH 

SIMATUPANG 

(2018 ) 

PENGARUH SISA 

LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA), TINGKAT 

KEMANDIRIAN 

KEUANGAN 

DAERAH, LUAS 

WILAYAH , DAN 

KEPADATAN 

PENDUDUK 

TERHADAP 

PENGALOKASIAN 

ANGGARAN 

BELANJA MODAL 

PADA 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

X1 : PENGARUH 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA) 

X2 : TINGKAT 

KEMANDIRIAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

X3 : UAS 

WILAYAH 

X4 : 

KEPADATAN 

PENDUDUK 

H1 : berpengaruh 

H2 : berpengaruh 

H3 : berpengaruh 

H4 : berpengaruh 

11 ANNISA 

WAHYU 

HIKMAH 

(2019)  

PENGARUH DANA 

ALOKASI KHUSUS 

(DAK), DANA 

ALOKASI UMUM 

(DAU), 

PENDAPATAN ASLI 

X1 : DANA 

ALOKASI 

KHUSUS (DAK) 

X2 : DANA 

ALOKASI UMUM 

(DAU) 

H1 : berpengaruh 

H2 : tidak 

berpengaruh 

H3 : tidak 

berpengaruh 

H4 : ) tidak 
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DAERAH (PAD), 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA), LUAS 

WILAYAH DAN 

KINERJA 

KEUANGAN 

TERHADAP 

BELANJA MODAL 

X3 : 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) 
X4 : SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

(SILPA) 

X5 : KINERJA 

KEUANGAN 

berpengaruh 

H5 : tidak 

berpengaruh 

H6 : tidak 

berpengaruh 

12 Nurur Rohmah 

dan Ikhsan Budi 

Riharjo (2019) 

PENGARUH 

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH, DANA 

PERIMBANGAN 

DAN LUAS 

WILAYAH 

TERHADAP 

BELANJA MODAL 

X1 : 
PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

X2 : DANA 

PERIMBANGAN 

X3 : LUAS 

WILAYAH 

H1 : berpengaruh 

positif 

H2 : berpengaruh 

positif 

H3 : berpengaruh 

positif 

H4 : berpengaruh 

positif 

 

13 Bintang 

Marseno dan  

Erly Mulyani 

(2020 ) 
 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), 

Jumlah Penduduk Dan 

Luas Wilayah 

Terhadap Belanja 

Modal Pemerintah 

Daerah 

X1 : Pertumbuhan 

Ekonomi 

X2 : Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

X3 : Jumlah 

Penduduk 

X4 : Luas Wilayah 

H1 : tidak 

berpengaruh 

H2 : berpengaruh 

H3 : tidak 

berpengaruh 

H4 : berpengaruh 
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I. KerangkaKonseptual 

Hubungan antara variabel dependen dan independen dapat digambarkan 

melalui kerangka konseptualnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Hubungan Antar Variabel 

1.  Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal 

Untuk menghadapi era globalisasi ekonomi, indonesia telah melakukan 

langkah yang tepat dengan memberikan kebijakan ekonomi daerah yang luas dan 

bertanggung jawab kepada daerah yang mana hal ini akan memperkuat 

pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi akan bisa 

dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dan dengan  

mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksaannya hal ini akan membuka 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat (Suratno, 2010). Setiap daerah memiliki 

potensi yang berbeda - beda yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya pun 

berbeda yang mana daerah yang memiliki potensi yang bagus makan investasi 

modal swasta maupun pemerintah akan berbeda dengan daerah yang lain. 

X1 : Pertumbuhan 

ekonomi 

Y: Belanja Modal 

 

X2 : DAU 

(Dana Alokasi Umum ) 

X5 : Luas Wilayah 

X4 : Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran 

X3 :PAD  

(Pendapatan Asli 

Daerah) 
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Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi yang mana 

hal ini bisa di lihat dari PDRRB ( produk Domestik Regional Bruto) atau 

pendapatan akhir pasar dari barang dan jasa yang di hasilkan dari suatu 

perekonomian (Putro, 2010). Menurut Darwanto (2007)  faktor yang bisa 

mempengaruhi pembangunan suatu  daerah adalah sumber daya alam, teknologi, 

investasi, industri, kewirausahaan dan dukungan pemerintah. Egi Nofrizal (2017) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap besarnya 

belanja modal suatu daerah. 

Dari penelitian dan pendapat yang di dipaparkan maka kebijakan ekonomi 

daerah akan mempengaruhi terbentuknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Maka dengan potensi yang berbeda – beda maka tingkat pertumbuhanekonominya 

sejalan dengan potensi daerah tersebut.  maka  Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif terhadap belanja modal 

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif  terhadap belanja modal 

2.  Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan Dana 

Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari 

pendapatan APBN, dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari 

salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal yang berguna dalam 

pengadaan sarana prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik 

dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum berasar dari 

transfer APBN yang dialokasikan dengan maksud pemerataan keuangan antar 
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daerah dan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.  

Farah (2011) dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, DAU merupakan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan hal itu, akan terjadi transfer yang cukup signifikan di 

dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah 

daerah dapat secara leluasa menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat. 

Farah (2011) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal, yang artinya semakin besar dana alokasi 

umum yang dialokasikan pemerintahan pusat kepada daerah maka semakin tinggi 

anggaran belanja modal yang dapat digunakan oleh pemerintahan daerah. Sejalan 

dengan penelitian  Wandira (2013) yang menyatakan dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Fiona (2013) mengemukakan bahwa 

dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang 

disebabkan oleh dengan adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintahan 

pusat  maka pemerintahan daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk 

membiayai belanja modal. Wimpi (2017) juga mengemukakan dana alokasi 

umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rudi (2017) menyatakan dana 

alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Made 

(2018) juga menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi 

belanja modal. Widya (2018) mengungkapkan dana alokasi umum berpengaruh 

secara signifikan terhadap belanja modal. Rendy (2018) juga menyatakan dana 

alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. 

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif  terhadap belanja modal  
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3.  Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal   

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang 

diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu 

sumber pembiayaan bagi anggaran belanja modal. Farah (2011) Pemerintah 

daerah (agent) bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) karena 

masyarakat telah melaksanakan kewajibannya melalui pajak, retribusi, dan lain-

lain. Pendapatan asli daerah memiliki hubungan dengan pengalokasian belanja 

modal, akan tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Tingginya tingkat produktivitas suatu masyarakat yang disebabkan oleh 

sarana dan prasarana yang memadai, ini akan berdampak pada menariknya minat  

investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Made (2018) menyatakan pendapatan 

asli daerah merupakan faktor penentu dalam menentukan anggaran belanja modal 

dimana alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan serta 

mempertimbangkan PAD yang diterima. 

Wandira (2013) juga menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif terhadap anggaran belanja modal. Fiona (2013) mengemukakan 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal. Wimpi (2017) juga mengemukakan Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rudi (2017) menyatakan Pendapatan 

Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Made (2018) 
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mengemukakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi 

belanja modal. Widya (2018) serta menyatakan Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif terhadap belanja modal.  

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif  terhadap belanja  modal 

4. Hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan  Belanja 

modal 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu 

(1) periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada ahir 

periode pelaporan akan di pindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih. SILPA menjadi indikator yang mengambarkan efisiensi pengeluaran 

pemerintah. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar 

evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Jumlah SILPA 

yang cenderung besar menunjukan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan 

pengelolaan dana. Pemerintah daerah juga dapat memamfaatkan SILPA tahun 

sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat (Rudi, 2017).  

Menurut Engkos Kosim (2017) dan Sandra Okynawa (2018) menyatakan 

bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal, SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan 

pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan 

lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan 

belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir 
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tahun anggaran belum diselesaikan.  Sejalan juga dengan Muhammad Abduh 

(2020) yang menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal. 

H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif  terhadap belanja 

modal 

5. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Belanja Modal 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan 

variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per 

satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka 

semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah 

daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Karena itu semakin luas suatu 

wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja 

modal.  

Luas wilayah suatu daerah akan dapat dijadikan ukuran oleh suatu daerah 

untuk mengalokasikan anggarannya dengan tujuan untuk pembangunan, yang 

terutama pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrasruktur yang 

dimaksud adalah dalam pembangunan jalan dan jaringan. Pembangunan 

infrastruktur yang berupa jalan tersebut akan dapat mempermudah akses ke suatu 

daerah dan juga dapat memperlancar transportasi, yang akan dapat memperlancar 

pengiriman barang dari daerah ke daerah. Dengan lancar arus barang tersebut 

maka akan memperlancar investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat 

meningkatkan belanja modal terhadap daerah tersebut. Sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan perekonomian dari daerah itu sendiri. 

Sejalan dengan hasil penelitianRita Devi Setiyani (2015), Nurharibnu 

Wibisono & Arini Wildaniati (2016 ), Era Miluawati Utami (2019),  Annisa Wahyu 
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Hikmah (2019), Nurur Rohmah (2019), Bintang Marseno (2020), bahwa Luas 

Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Memiliki 

infrastruktur yang baik merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, 

dengan infrastruktur yang maksimal pelaksanaan tugas pemerintahan dapat 

berjalan baik dan lancar. 

H5: Luas Wilayah berpengaruh positif  terhadap belanja modal  
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalalah: 

1. Pertumbuhan ekonomi  tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

3. Pendaptan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. 

5. Luas wilayah  tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

B. KETERBATASAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi, Dana 

Alokasi Umum (DAU), Pendaptan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas wilayah sebagai variabel independen 

sehingga memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan 

variabel lain. 

2. Dikarenakan data yang digunakan data sekunder yang diambil dari Laporan 

Realiasasi Anggaran dari Derektorat Jendral Perimbangan Keuangan 

(DJPK) sehingga belum dapat menggambarkan secara detail tentang 

ketergantungan masing-masing Pemerintah daerah akan PADdaerahnya. 

3. Data penelitian yang digunakan hanya 5 tahun yaitu tahun 2015 -2019. 
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4. Dalam penelitian ini hanya satu variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen sehingga dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan 

hal apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal. 

5. Dalam penelitian ini masih belum jelasnya mengenai data belanja modal, 

yang masih belum penulis temukan untuk mendukung opini dari 

pemahaman selama melakukan penelitian. 

C. SARAN 

1. Bagi seluruh kabupten di Provinsi Bengkulu agar lebih mengoptimalkan 

penggunaan Belanja Modal yang mana bertujuan untuk mensejahteraan 

seluruh rakyat. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bengkulu diharapkan mampu 

untuk meningkatkan kemandiriaan daerahnya lewat Otonomi Daerah dan 

mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh 

pemerintah pusat.  

3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu  harus mampu menggali sumber-

sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

4. Pemerintah daerah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah dan mengelola sumber daya alam termasuk sumber daya laut. 

5. Bagi pemerintahan daerah lebih memperhatikan SDM dan perencanaan 

dalam anggaran belanja modal 

6. Menambahkan data yang mendukung variabel independen dan dependen 

7. Penelitian selanjutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau 

menambah periode pengamatan. 
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